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Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Perumus dalam pakar 

yang ahli dibidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam 

mempersiapkan debat publik atau terbuka antar Pasangan 

Calon dan memberikan Rekomendasi Panelis; 

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 

138.2/PL.02.4-BA/1117/2024 tanggal 14 Oktober 2024 

tentang Penunjukan Dan Penetapan Moderator Dan Tim 

Panelis Debat Publik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil 

Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang 

Penunjukan Dan Penetapan Moderator Dan Tim Panelis Debat 

Publik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten 

Bener Meriah Tahun 2024; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006  tentang Pemerintahan 

Aceh (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4633); 
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  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6547); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 

tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 

tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
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dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 

tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); 

6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara 

Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 206 Nomor 69, 

Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah 

diubah dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh 

(Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Aceh Nomor 106); 

7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 

2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86); 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 

tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota; 

9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 

2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 

2024; 

10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 

Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 

2024; 

11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener 

Meriah Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 

2024; 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN 

BENER MERIAH TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN 

MODERATOR DAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK DALAM 

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENER 

MERIAH TAHUN 2024 

KESATU : Menetapkan Moderator dan Tim Panelis Kegiatan Debat Publik Dan 

Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 sebagaimana yang namanya 

tersebut pada Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener 

Meriah Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 16 November 2024 

Pukul 10.00 WIB s.d Selesai  

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Penunjukan Dan Penetapan 

Moderator Dan Tim Panelis Debat Publik Pasangan Calon dalam 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 

2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun 2024 untuk Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati, Pada Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 

2024. 

KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Bener Meriah 

pada tanggal 14 Oktober 2024 

 

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 

KABUPATEN BENER MERIAH, 

 

 Ttd 
 

                         KHAIRUL AKHAR



 

LAMPIRAN  

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN   

KABUPATEN BENER MERIAH                                                         

NOMOR  143 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN MODERATOR 

DAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK DALAM 

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024 

 
 

SUSUNAN TIM PANELIS KEGIATAN DEBAT PUBLIK KESATU                                          

PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH                                                          

 

 

Ditetapkan di Bener Meriah 

pada tanggal 14 Oktober 2024 
 

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 

KABUPATEN BENER MERIAH, 
   

 Ttd 
 

 

                         KHAIRUL AKHYAR

NO N A M A UNSUR/  LEMBAGA 
JABATAN DALAM 

TIM 

1. Prof. DR. Ir. Abubakar Karim, MS 

Guru Besar Fakultas 

Pertanian Universitas 
Syiah Kuala 

Anggota   

2. DR. Jamhuri, MA 
Dosen Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Ar-Raniry 

Banda Aceh 

Anggota 

3. DR. Arfiansyah, MA 

Dosen Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat 

UIN Ar Raniry Banda Aceh 
dan Peneliti Senior ICAIOS 

(Internasional Centre For 
Aceh and Indian Ocean 

Studies) 

Anggota 

4. Ir.Samsidar 
Board Asia Justice and 

Rights (AJAR) Indonesia 
Anggota 

5. Cut Asmaul Husna,S.Ag., M.M 

Dosen Ilmu Administrasi 

Negara Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik 

Universitas Teuku Umar 

Anggota 

6. Siti Aminah, S.Ip, M.MLS 
Dosen Ilmu Perpustakaan 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Moderator 





 


